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BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI GRESIK  

NOMOR     28     TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2024  

TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA 

PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GRESIK, 

Menimbang  :   a.  bahwa dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah 

yang tepat fungsi dan tepat ukuran, diperlukan 

analisis jabatan dan perhitungan beban kerja sesuai 

dengan kondisi nyata pada Perangkat Daerah telah 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 

Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis 

Beban Kerja Pada Perangkat Daerah Kabupaten 

Gresik; 

b. bahwa dengan adanya penyesuaian tipe organisasi 

pada unit perangkat daerah, penyesuaian perhitungan 

beban kerja, penyesuaian nama jabatan, dan 

penyesuaian kelas jabatan pada beberapa perangkat 

daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan; 

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nomor 72 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan 

dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik; 
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Mengingat    :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 

dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, 

dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
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4.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

5.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6477); 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6264); 

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 

tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3); 

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 
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11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020               

Nomor 26); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 

tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah 

diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten 

Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 

2021 Nomor 24); 

14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 

Nomor 80); 

15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2024 

tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nilai 

Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik 

(Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 

56); 

16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2024 

tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 

Pada Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Berita 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 72); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2024 TENTANG 

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA 

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK. 
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Pasal I 

Ketentuan angka 7, angka 11, angka 17, angka 18 dan 

angka 27 Lampiran II Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 

tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban 

Kerja Pada Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Berita 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 72) diubah 

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dalam Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 

 Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal 26 Juni 2025 
 

BUPATI GRESIK, 

 

TTD. 

 

FANDI AKHMAD YANI 

 

Diundangkan di Gresik 

pada tanggal 26 Juni 2025 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK, 

 

TTD. 

 

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 28 



LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR    28    TAHUN 2025

BEZZETING KEBUTUHAN +/-

1 2 3 4 5 6 7

1 KEPALA DINAS 14 1 1 0

2 Penata Kelola Bangunan Gedung dan

Kawasan Permukiman Ahli Madya

12 0 3 -3

3 Penata Kelola Penyehatan Lingkungan

Ahli Madya

12 0 1 -1

4 Perencana Ahli Madya 12 0 1 -1

5 SEKRETARIS DINAS 12 0 1 -1

6 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 3 -2

7 Pengolah Data dan Informasi 6 1 3 -2

8 Penata Kelola Bangunan Gedung dan

Kawasan Permukiman Ahli Pertama

8 1 1 0

9 Perencana Ahli Pertama 8 0 2 -2

10 Perencana Ahli Muda 10 0 1 -1

11 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

9 1 1 0

12 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 3 -2

13 Penata Kelola Sistem dan Teknologi

Informasi 

7 0 1 -1

14 Pengolah Data dan Informasi 6 0 2 -2

15 Pengadministrasi Perkantoran 5 2 2 0

16 Pengelola Umum Operasional 3 0 1 -1

17 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN 9 1 1 0

18 Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 2 0

19 Pengolah Data dan Informasi 6 1 2 -1

20 Pengadministrasi Perkantoran 5 2 2 0

21 Penata Laksana Barang Terampil 7 0 1 -1

22 KEPALA BIDANG KAWASAN

PERMUKIMAN

11 1 1 0

23 Penelaah Teknis Kebijakan 7 4 4 0

24 Penata Layanan Operasional 7 1 1 0

25 Pengelola Layanan Operasional 6 4 4 0

26 Pengadministrasi Perkantoran 5 2 3 -1

27 Pengelola Umum Operasional 3 0 4 -4

28 Penata Kelola Bangunan Gedung dan

Kawasan Permukiman Ahli Muda

10 3 3 0

29 Penata Kelola Penyehatan Lingkungan

Ahli Muda

10 1 1 0

30 Penata Kelola Bangunan Gedung dan

Kawasan Permukiman Ahli Pertama

8 1 2 -1

31 KEPALA BIDANG PERUMAHAN 11 1 1 0

32 Penelaah Teknis Kebijakan 7 3 3 0

33 Penata Layanan Operasional 7 1 2 -1

34 Pengelola Layanan Operasional 6 3 3 0

35 Pengadministrasi Perkantoran 5 4 4 0

36 Penata Kelola Bangunan Gedung dan

Kawasan Permukiman Ahli Muda

10 0 2 -2

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2024 TENTANG 

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN 

GRESIK

REKAPITULASI ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA                                                                      

PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

7. DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GRESIK

NO. NAMA JABATAN
KELAS 

JABATAN

KEADAAN PEGAWAI

KET.



BEZZETING KEBUTUHAN +/-

1 2 3 4 5 6 7

NO. NAMA JABATAN
KELAS 

JABATAN

KEADAAN PEGAWAI

KET.

37 Penata Kelola Bangunan Gedung dan

Kawasan Permukiman Ahli Pertama

8 1 2 -1

38 Penata Kelola Penyehatan Lingkungan

Ahli Pertama

8 0 1 -1

39 KEPALA BIDANG CIPTA KARYA 11 1 1 0

40 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 2 -1

41 Penata Layanan Operasional 7 2 8 -6

42 Penata Kelola Sistem dan Teknologi

Informasi

7 1 1 0

43 Pengolah Data dan Informasi 6 0 2 -2

44 Pengelola Layanan Operasional 6 0 2 -2

45 Pengadministrasi Perkantoran 5 2 5 -3

46 Pengelola Umum Operasional 3 0 23 -23

47 Penata Kelola Bangunan Gedung dan

Kawasan Permukiman Ahli Muda

10 1 1 0

48 Penata Kelola Penyehatan Lingkungan

Ahli Muda

10 2 2 0

49 Penata Kelola Bangunan Gedung dan

Kawasan Permukiman Ahli Pertama

8 6 7 -1

50 Penata Kelola Penyehatan Lingkungan

Ahli Pertama

8 0 1 -1

51 Penata Laksana Bangunan Gedung

Kawasan Permukiman Terampil

6 0 3 -3

52 Penata Laksana Bangunan Gedung

Kawasan Permukiman Pemula

5 2 5 -3

53 KEPALA BIDANG BINA JASA

KONSTRUKSI

11 1 1 0

54 Penelaah Teknis Kebijakan 7 3 3 0

55 Pengelola Layanan Operasional 6 0 2 -2

56 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 2 -1

57 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda 10 2 3 -1

58 Penata Kelola Bangunan Gedung dan

Kawasan Permukiman Ahli Muda

10 1 1 0

59 KEPALA UPT PENGELOLAAN LIMBAH

CAIR DOMESTIK

9 1 1 0

60 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 3 -2

61 Penata Layanan Operasional 7 0 2 -2

62 Pengolah Data dan Informasi 6 0 2 -2

63 Operator Layanan Operasional 5 1 2 -1

64 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3 -3

65 Pengelola Umum Operasional 3 0 2 -2

66 KEPALA UPT RUSUNAWA 9 1 1 0

67 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 2 -1

68 Pengolah Data dan Informasi 6 0 2 -2

69 Pengelola Layanan Operasional 6 0 6 -6

70 Pengelola Umum Operasional 3 0 6 -6

75 183 -108TOTAL



BEZZETING KEBUTUHAN +/-

1 2 3 4 5 6 7

1 KEPALA DINAS 14 1 1 0

2 Perencana Ahli Madya 12 0 1 -1

3 Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli

Madya

12 0 2 -2

4 SEKRETARIS DINAS 12 1 1 0

5 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 1 0

6 Pengolah Data dan Informasi 6 0 1 -1

7 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 1 0

8 Perencana Ahli Muda 10 1 1 0

9 Perencana Ahli Pertama 8 2 2 0

10 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN 

9 1 1 0

11 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 2 -1

12 Penata Kelola Sistem dan Teknologi

Informasi

7 1 1 0

13 Pengadministrasi Perkantoran 5 3 3 0

14 Operator Layanan Operasional 3 1 1 0

15 Penata Laksana Barang Terampil 7 1 1 0

16 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN  9 1 1 0

17 Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 3 -1

18 Pengolah Data dan Informasi 6 1 1 0

19 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 1 -1

20 KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN

HIDUP

11 1 1 0

21 Penelaah Teknis Kebijakan 7 3 5 -2

22 Pengolah Data dan Informasi 6 1 3 -2

23 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda 10 2 2 0

24 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli

Pertama

8 1 1 0

25 Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama 8 1 1 0

26 KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP

11 1 1 0

27 Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 2 0

28 Penata Layanan Operasional 7 0 2 -2

29 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda 10 1 1 0

30 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda 9 1 1 0

31 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama 8 4 4 0

32 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli

Pertama

8 2 3 -1

33 KEPALA BIDANG PENGELOLAAN

KEBERSIHAN

11 1 1 0

34 Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 2 0

35 Penata Layanan Operasional 7 0 2 -2

36 Pengelola Layanan Operasional 6 1 4 -3

37 Pengolah Data dan Informasi 6 0 1 -1

38 Pengadministrasi Perkantoran 5 2 2 0

39 Operator Layanan Operasional 5 8 8 0

40 Operator Layanan Operasional 3 5 5 0

41 Operator Layanan Operasional 1 1 1 0

KET.

11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK 

NO. NAMA JABATAN
KELAS 

JABATAN

KEADAAN PEGAWAI



BEZZETING KEBUTUHAN +/-

1 2 3 4 5 6 7

KET.NO. NAMA JABATAN
KELAS 

JABATAN

KEADAAN PEGAWAI

42 Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli

Muda

10 2 2 0

43 Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli

Pertama

8 2 2 0

44 Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama 8 1 1 0

45 KEPALA BIDANG PERTAMANAN DAN

DEKORASI

11 1 1 0

46 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 2 -1

47 Penata Layanan Operasional 7 0 3 -3

48 Pengolah Data dan Informasi 6 1 1 0

49 Pengadministrasi Perkantoran 5 3 3 0

50 Operator Layanan Operasional 5 3 5 -2

51 Operator Layanan Operasional 3 1 1 0

52 Pengendali Dampak Lingkungan Hidup

Ahli Muda

10 2 2 0

53 Pengendali Dampak Lingkungan Hidup

Ahli Pertama

8 1 1 0

54 KEPALA UPT LABORATORIUM UJI

KUALITAS LINGKUNGAN

9 1 1 0

55 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 5 -4

56 Operator Layanan Operasional 5 0 3 -3

57 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli

Pertama

8 1 1 0

58 KEPALA UPT TEMPAT PENGOLAHAN

SAMPAH

9 1 1 0

59 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPT

TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH

8 0 1 -1

60 Penata Layanan Operasional 7 1 6 -5

61 Pengelola Layanan Operasional 6 0 1 -1

62 Operator Alat Berat 5 0 10 -10

63 Operator Layanan Operasional 5 3 8 -5

64 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 2 -1

65 Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli

Pertama

8 0 1 -1

86 143 -57TOTAL



BEZZETING KEBUTUHAN +/-

1 2 3 4 5 6 7

1 KEPALA DINAS 14 1 1 0

2 SEKRETARIS DINAS 12 1 1 0

3 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 2 -2

4 Pengolah Data dan Informasi 6 0 2 -2

5 Perencana Ahli Muda 9 0 1 -1

6 Perencana Ahli Pertama 8 0 1 -1

7 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN
9 1 1 0

8 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 1 -1

9 Penata Kelola Sistem dan Teknologi

Informasi
7 0 1 -1

10 Pengolah Data dan Informasi 6 0 7 -7

11 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 1 0

12 Penata Laksana Barang Terampil 7 0 1 -1

13 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN 9 1 1 0

14 Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 2 0

15 Pengolah Data dan Informasi 6 2 3 -1

16 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 1 0

17 KEPALA BIDANG KOPERASI DAN

USAHA MIKRO

11 1 1 0

18 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 4 -3

19 Pengolah Data dan Informasi 6 1 16 -15

20 Pengadministrasi Perkantoran 5 2 2 0

21 Pengawas Koperasi Ahli Muda 10 2 3 -1

22
Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda

10 0 1 -1

23 Pengawas Koperasi Ahli Pertama 8 0 3 -3

24 Pengembang Kewirausahaan Ahli

Pertama

8 0 3 -3

25 KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN 11 1 1 0

26 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 3 -2

27 Penata Layanan Operasional 7 0 1 -1

28 Pengelola Layanan Operasional 6 0 1 -1

29 Pengolah Data dan Informasi 6 1 5 -4

30 Penyuluh Perindustrian dan

Perdagangan Ahli Muda

9 1 3 -2

31 Penyuluh Perindustrian dan

Perdagangan Ahli Pertama

8 0 3 -3

32 KEPALA BIDANG PERDAGANGAN 11 1 1 0

33 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 1 -1

34 Fasilitator Perdagangan 7 1 1 0

35 Pengolah Data dan Informasi 6 3 6 -3

36 Analis Perdagangan Ahli Muda 10 2 3 -1

37 Analis Perdagangan Ahli Pertama 8 1 2 -1

38 KEPALA UPT PENGELOLAAN PASAR 9 1 1 0

39 Pengolah Data dan Informasi 6 1 21 -20

40 Pengelola Layanan Operasional 6 0 10 -10

41 Pengadministrasi Perkantoran 5 12 15 -3

42 Operator Layanan Operasional 3 2 15 -13

43 Operator Layanan Operasional 1 9 21 -12

44 KEPALA UPT METROLOGI LEGAL 9 1 1 0

45 Pengolah Data dan Informasi 6 1 3 -2

17. DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN 

      GRESIK 

NO. NAMA JABATAN
KELAS 

JABATAN

KEADAAN PEGAWAI

KET.



BEZZETING KEBUTUHAN +/-

1 2 3 4 5 6 7

NO. NAMA JABATAN
KELAS 

JABATAN

KEADAAN PEGAWAI

KET.

46 Penera Ahli Muda 10 3 3 0

47 Penera Ahli Pertama 8 2 3 -1

48 Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama 8 0 2 -2

49 Penera Penyelia 8 0 2 -2

50 Pengamat Tera Penyelia 8 0 2 -2

51 Penera Mahir 7 0 2 -2

52 Pengamat Tera Mahir 7 0 2 -2

53 Penera Terampil 6 0 2 -2

54 Pengamat Tera Terampil 6 0 2 -2

55 Pengamat Tera Pemula 5 2 2 0

63 200 -137TOTAL



BEZZETING KEBUTUHAN +/-

1 2 3 4 5 6 7

1 KEPALA DINAS 14 1 1 0

2 Pranata Komputer Ahli Pertama 8 1 1 0

3 Analis Kebijakan Ahli Madya 12 1 1 0

4 Analis Kebijakan Ahli Muda 10 4 4 0

5 Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 1 2 -1

6 Penata Perizinan Ahli Madya 12 3 4 -1

7 Penata Perizinan Ahli Muda 10 7 7 0

8 Penata Perizinan Ahli Pertama 8 0 9 -9

9 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli

Madya

12 0 3 -3

10 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda 10 0 7 -7

11 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli

Pertama

8 0 10 -10

12 Statistisi Ahli Pertama 8 0 1 -1

13 Penata Laksana Barang Terampil 7 0 1 -1

14 SEKRETARIS BADAN 12 1 1 0

15 Perencana Ahli Muda 10 1 1 0

16 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli

Muda

9 1 1 0

17 Perencana Ahli Pertama 8 0 1 -1

18 Penelaah Teknis Kebijakan 7 18 33 -15

19 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-

undangan

7 0 1 -1

20 Penata Layanan Operasional 7 0 6 -6

21 Penata Kelola Sistem dan Teknologi

Informasi
7 0 4

-4

22 Pengolah Data dan Informasi 6 4 19 -15

23 Pengadministrasi Perkantoran 5 5 9 -4

24 Operator Layanan Operasional 5 0 2 -2

25 KEPALA SUB BAGIAN UMUM 9 1 1 0

26 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 2 -1

27 Pengolah Data dan Informasi 6 0 3 -3

28 Pengelola Umum Operasional 3 0 2 -2

50 137 -87

18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK 

KET.

TOTAL

NO. NAMA JABATAN
KELAS 

JABATAN

KEADAAN PEGAWAI



BEZZETING KEBUTUHAN +/-

1 2 3 4 5 6 7

1 KEPALA PELAKSANA 14 1 1 0

2 SEKRETARIS BADAN 11 1 1 0

3 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli

Muda

9 0 1 -1

4 Perencana Ahli Muda 10 1 1 0

5 Perencana Ahli Pertama 8 0 2 -2

6 Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 3 -1

7 Pengolah Data dan Informasi 6 1 2 -1

8 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

9 1 1 0

9 Penata Laksana Barang Terampil 7 0 1 -1

10 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 2 -1

11 Pengolah Data dan Informasi 6 0 1 -1

12 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 1 0

13 KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN

KESIAPSIAGAAN

11 1 1 0

14 Analis Kebencanaan Ahli Muda 9 1 2 -1

15 Penata Penanggulangan Bencana Ahli

Pertama

8 0 2 -2

16 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 2 -2

17 Penata Layanan Operasional 7 0 1 -1

18 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 0 1 -1

19 Pengolah Data dan Informasi 6 0 1 -1

20 Pengelola Layanan Operasional 6 0 1 -1

21 KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN

LOGISTIK

11 1 1 0

22 Analis Kebencanaan Ahli Muda 9 1 2 -1

23 Analis Kebencanaan Ahli Pertama 8 0 3 -3

24 Penata Penanggulangan Bencana Ahli

Pertama

8 0 2 -2

25 Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula 6 5 12 -7

26 Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 2 0

27 Pengolah Data dan Informasi 6 0 1 -1

28 KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN

REKONSTRUKSI

11 1 1 0

29 Analis Kebencanaan Ahli Muda 9 1 2 -1

30 Penata Penanggulangan Bencana Ahli

Pertama

8 0 2 -2

31 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 0 2 -2

32 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 1 -1

33 Pengolah Data dan Informasi 6 0 1 -1

34 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 1 0

23 61 -38

TTD.

27.  BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO. NAMA JABATAN
KELAS 

JABATAN

KEADAAN PEGAWAI

FANDI AKHMAD YANI

KET.

TOTAL

BUPATI GRESIK,


